
Mengingat 

a. ~ untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 7 
Peratnran Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tcntang Pembeotukan Unit Pelaksaoa Teknis Daerab 
pada Dinas dan Bad.an c;li Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon, perlu ~ ~isasi Fungsi, 
'J'Qga:s dan Tata Kerja pada Unit Pelaksaoa Teknis Pada. 
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

b. bahwa berdasax:kan pertimbaogan sebagaimaoa 
diroalcsud pada huruf a. rnaka Orgaoisasi Fuogsi, 
Togas dan 1'l;i:ta Kerja Unit PeJaksaoa Te~is Pada 
Dinas Pe, tauiao Kabupaten Cireboo, per.tu ditetapkan 
dengan Pera.turan Bupati. 

1. Undang-Undaog Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
J>emen1csaao Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2004 Nonwr 66, Tamhaban 
Lcmba.ran Negara Republik JndonesiaNoroor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tab:uo 2014 teotang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran ..Negara Republik. 
Indonesia Tabun 2014 Nemor 6, Ta.mbaban Lembaran 
NegaraRepu~b'k Indonesia NOillor 5494); 

3. Undang-Ondang Nomor 23 'l,'ahun 2014 tentang 
Peroerintahan Daerab (Lembamn Negara Republik 
Jndonesia Tahuri 2014 Nomor 2+4, Tarnhabao 
Ieroba.ran Negara Repufilik Indonesia Nomor 5587), 
sebagarmana telah beberapakali diubab, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 2015 tentang 

eERATURAN BUPATJ CIREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 

TENTANG 

ORGABJB!SJ, P'OWGSI, TOGAS POKOK D.Alf TATA IJBR.JA 
OJDT PBI.ABSAKA 11tD1S ,D.BRAJI PAD.A D.IIIAS PB.kr.Allflil' 

KABUPAT&ll CIRBBO• 

DENGAN RAH.MATTUHAN YANG MAHAESA_ 

BUPATI CIRB80tw, 

ROIIOR « TAIIUir 2018, SBRI D. 13 

BERITA DAERAII KABOPATEII CIREBOII 

• 

• 

• 



• 

Perubahan Kedua atas Undang-Ondang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 513, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraruran Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Menteri Dalam Neger:l Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi 
Cabang Dinas Dan U,n.il Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor451); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cireboo Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nemer 9, Seri 0.6); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah .Kabupaten. Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nornor 16., 
Seri 0.7); 

8. Peraturan Bupati Cirebon. .Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 61, SeriD. 10); 

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016. 
tentang Fungsi, 'Fugas Pokok dan Tata Kerja pada 
Dinas Pertanian [Berita Daerah. Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor -SO, Seri D. 29); 

10. Peraturan .Bupati. Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas dan Sadan di Lingk.ungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerab Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nornor 11, Seri D.l), sebagaimana telah 
diubab dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Un.it Pelaksana Teknis Daerah 
P.-ada Dinas Dan Sadan Pi Lingkungan Pemerintah 
l{abupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

• 



Dalarn Peraturan Bupati ini, yang -dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 

Cireboo; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang 

selaojutnya cllsingkat Distan; 
5. Kepala Dinas adaJab Kepala Dinas Pertanian Kabupaten 

Cirebon; 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

7. Unit Pelaksana. Teknis DaerahAlat dan Mesin Pertanian 
yang selanjutnya disebut UPTD. Alat dan Mesin 
Pertanian ada1ah Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat 
dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten 
Cirebon; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Pertanian yang 
selanjutnya disebut UP1'D Benih Pertanian adalah Unit 
Pelaksana, Teknis Daerah Benih Pertanian pada Dinas 
Pertanian Kabupaten Cirebon; 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Tebu Rakyat 
yang: selanjutnya disebut OP'I'D. Pelayanan Tebu Rakyat 
adalah, Unit Pelaksana Teknis .Daerah Pelayanan Tebu 
Rakyat pada Dinas Pertanian Kabul)aten Cirebon; 

10. Unit Pelaksana Teknis Daer-ah Perlindungan Tanarnan 
yang selanjutnya disebut UPTD Perlindungan Tanarnan 
adalab Unit Pelaksana Teknis Daerab Perlindungan 
Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Lahan dan 
Air yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Lahan 
dan Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengelolaan Laban dan Air pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengernbangan Blbit 
Peternakan yang selanjutnya disebut UPTD 
-Pengembangan Bibit Petemakan adalah Onit Pelaksana 
Teknis Daerab Pengembangan Bibit Peternakan pada 
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANlSASI FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PEI..AKSANA 
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN 
CJREBON 

Menetapkan 

• 

• 



• 

13. Unit Pelaksana Tekriis Daerah Pusat Kesehatan Hewan 
yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan 
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pusat Kesehatan 
Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan 
yang selanjutnya disebut 'UPTD Rumah Potong Hewan 
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Ruman Pctong 
Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian yang 
selanjutnya disebut UPTD Pertanian adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pertanian pada Dinas 
Pertanian .Kabupaten Cirebon; 

16. Unit Pelak:sana Teknis Daerah Pasar Hewan yang 
selanjutnya disebut UPTD Pasar Rewan adalah Unit 
Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

17. Kepala UPI'D Alat dan Mesin Perlanian adalah Kepala 
UPTD Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

18. Kepala UPTD Benih Pertania:n adalah Kepala UPTD 
Benih Pertaniarr pada Dinas Pertanian Kabupaten 
Cirebon; 

19. Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat adalah Kepala 
UPTD Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

20. Kepala UPTD Pertindungan Tanarnan adalah Kepala 
UPTD Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

21. Kepala UPI'D Pengelolaan. Lahan dan Air adalah Kepala 
UPTD Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

22. Kepala lJPI'D Pengembangan Bibit Peternakan adalah 
Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan pada 
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon: 

23. Kepala UPTD Pusat Kesebatan Hewan adalah Kepala 
UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian 
Kabupaten. Cirebon; 

24. -X,epala 1:JPl'D RUJDah Potong Hewan adalah Kepala 
UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon: 

25. Kepala UPTD Pertanian adalah Kepala UPTD Pertanian 
pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

26. Kepala UPTD Pasar Hewan adalah Kepala UPTD Pasar 
Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; 

27. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya ctisebut 
Kepala Subbagian TU UPTD pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Cirebon; 

28. Balai Penyuluban Pertanian yang selanjutnya disingkat 
BPP merupakan unit kerja non strukrural UPTD yang 

• 



(1) Susunan Organisasi UPTD Alat dan Mesin Pert.a.n:ian, 
terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; dan 
b. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi UPTD Benih Pertanian, terdiri dari: 
a. Kepala UPID; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

Pasal 3 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGA:NISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

• 

Pasa12 

(1) Setiap jabatan struktural pada UPTD Dinas Pertanian, 
rnempunyai tugas umum; 

(2) Tugas umum jj\batan struktural sesuai dengan ruang 
lingkup UPTD pada Dinas Pertanian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (] ), meliputi: 
a memimpin clan mex 111 e tanggungiawabkan kefgatan; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun stander teknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. memgoo·rctinasikan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. mcmberi petunjuk, mendistribusikan rugas kepada 

pegawai; 
f. mcngevaluasi dan .rnenganallais kegiatan dan 

program sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyeJenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

h. membina, menilai, dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawai; 

i. memberikan saran, masukan dan bah-an 
pertimbangan kepada pimpinan; dan 

j. rnelaporkan kcgiatan kepada pimpinan. 

• 

BABll 
TOGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL 

dipimpin oleh seorang Koordinator; 
29. Jabatan Fungsional adaJah sekelompok jabatan YEID& 

berisi iungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 



• 

(3) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Tebu Rakyat, 
terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c, Kelompok Jabatan Fungsional 

(4) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Tanaman, 
terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. S'L\bbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabat.an Fungsional. 

(5) Susunan Organisasi UPTb Pengelolaan Laban dan Air, 
terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsiorial. 

(6) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Bibit 
Peternakan, terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungeional, 

(7) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesebatan Hewan, 
terdiri dari : 
a. Kcpala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; clan 
c. KelompokJabatan Fungsional. 

(8) Susunan Organisasi UPTD Rurnah Pemotongan Hewan, 
terdiri dari : 
a. KepaJa UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaba; cum 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(9) Susunan Organisasi UPTD Pertanian, terdiri dari : 
a. l(epala UPTD; 
b. Su.bbagian Tata.Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(10) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan, terdiri dari : 
a. Kcpala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; clan 
c. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

(l l) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada lingkup Dinas 
Pertanian K:abupatcn Circbon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 
ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) 
tercantum dalam lampiran I, lampiran Il, lampiran Ill, 
larnpiran N, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, 
lampiran VIII, Iampiran IX dan lampiran X yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

• 



Bagian Ketiga 
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Benih Pertanian 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD Benih Pertanian 

Pasal 5 

(I) Kepala 1,IPTD Benili Pertanian mempunyai Iungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Benlh 

Pertaniaa; 
b. pelaksanaan teknis pengernbangan benih/bibit 

pertanian; 
c. pelaksanaan urusan la,ta usaha dan rumah tangga 

UPTD Benih Pertanian; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 

Benih Pertanian; dan 
e. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan uigas dan fungsinya. 
(2) Kepala UPTD Benib Pertanian adalab pimpinan UPTD 

Benih Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas rnelalui Sekreraris Dinas, 

• 

(1) Kepala UPTD Afat dan Mesin Pertanian mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan -ptogram UPTD alat 

dan mesin pertanian; 
b. pelaksanaan pemeliharaan alat mesin pertanian dan 

perlengkaparmya serta penjadwalan penggunaan; 
c. pelaksanaan urusan .ketatausahaan dan rumab 

tangga; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program alar 

dan mesin pertanian; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fangsinya. 
(2) Kepala UPTD Afat dan Mesin Pertanian adalah pimpinan 

UPTD Alat dan Mesin Pertanian yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala UPTD Afat dan Mesin Pertanian rnernpunyai cugas 
pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas UPTD Afat dan Mesin Pertanian di 
bidang alat dan mesin pertanian. 

• 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Fungsi dan Tugas Pokok 

UPTD Alat da.n MeJin Pertanian 
Paragraf Kesatu 

Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian 



(1) Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat mernpunyai fungsi: 
a. penyusunarr perencanaan dan program lJPTD 

Pelayanan Tebu Rakyat; 
b. pelaksanaan upaya peningkatan produksi 

perkebunan tebu; 
c. Pelaksanaan urusao tata usaha dan rumah tangga 

OPTD Pelayanan Tebu Rakyat; 
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 

Pelayaoan Tebu Rakyat; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
('2) Kepala UPI'D Pelayanan Tebu Rakyat adalah pimpinan 

UPTD Pelayanan Tebu Rakyat yang bertanggung jawah 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

Bagian Keempat 
Fu~gsi dan Tµgii.s Pokok 

UPTD Pelayanan Tebu Rakyat 
Paragraf Kesatu 

Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat 

Pasal 7 • 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 6 

( 1) Subbagjan Tata Usaha mempunyai fungs! : 
a. pelaksanaan uru-san surat rnenyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangao; 
d. pelaksaoaan urusan perlengkapan dan rumab 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya . 
(2) Subbagian Tata Usaba dipimpin oleh seorang Kepala 

Snbbagian Tata Usaha (unsur sta:f) yang rnelaksanakan 
tugas di bawah daa bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat rnenyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 

• 

(3) Kepa.la UPTO Benih Pertanian mempunyai tugas pokok 
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas UP'I'D Balai Benih Pertanian dan 
Perkebunan di bldang beriih/bibit pertanian dan 
perkebunan. 



(1) Kepala UPTD Perlindungan Tanaman mempunya:i fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan program OPTD 

'.Pcrlindungan Tanaman; 
b. pelaksanaan pengawasan clan pengendalian 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah, tangga 

lJPTD Perlindungan Tanarnan; dan 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 

Perlindungan Tanaman; dan 
e, pelaksanaan tugas lain yang diberikao oleh kepala 

Dinas sesuai dengan togas dan fungsinya. 
(2) Kepala lJPTD Perlindungan Tanaman adalah pimpinan 

UPTD Perlindungan Tanaman yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, 

Bagian Kelima 
Fungsi dan Tugas Pokok 

UPTD Perlindwigan Tanaman 
Paragraf Kesatu 

Kepala UPTD Perlindungan Tanamao 

Pasal9 • 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal8 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungal : 
a. pelaksanaan urusan surat. rnenyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. peJaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha ("Qnsur .staf) yang melaksanakan 
tugaa di bawah dan bertaµggung jawab kepada Kepala 
UPTD, 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan adrninistrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 

• 

(3) Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat rnernpunyai tugas 
pokok memimpin, mengoordinasikan dan .mengendalikan 
pelaksanaan cugas UPTD Pelayanan Tebu Rakyat di 
bidang pelayanan tcbu rak:yat. 



• 

(3) Kepala UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai tugas 
pokok memimpin, mengoordinasikan dan .mengendalikan 
pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan 'I'anaman di 
bidang perlindungan tanarnan. 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 10· 
(l) Subbagia.n Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 
dokumentasi; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaiari; 
c. pela.ksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tan~;dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan rugas clan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan 
tugas di bawah dan. bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
rnelakukan urusan.administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat rnenyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan, dan rumah tangga. 

Bagian Keenam 
Fungsi clan Tugas Pokok 

UPTD Pengelolaan L11.han clan Air 
Paragraf Kesatu 

Kcpala UPTD Pengelolaan Laban dan Air 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air mempunyal 
fun~si: 
a. penyusunan perencanaan dan program (J PTD 

Pengelolaan Lahan dan Air; 
b. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Jahan 

pertanian dan distribuai pengairan; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rurnah tangga 

UPTD; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; 

dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan. rugas dan fungsinya. 
(2) Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air adalah 

pimpinan UPTD Pengelolaan Laban dan Airyang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas, 

• 



• 

(3) Kepala UPTD. Pengelelaan Lahan. dan Air mempunyai 
tugas pokok. memimpin, 'mengoordinasikan dart 
mengendalikan pela:ksanaan tugas UPTD Pengelolaan­ 
Lahan dan Air di bidang Pen~elolaan Lahan dan Air. 

Paragraf ~edua 
Subbagian Tata Usalla 

Pasal 12 

fl) Subbagian Tata Usaha mernpunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan surat, menyurat, kearsipan dan 

iio~t.11:.µen:tasi; 
b. pela:ksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksariaan urusan keuangan: 
d. pela:ksanaan urusaa perlengkapan dan .rumah 

tangg.a; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Snbbagian Tata Usaha djpimpin oleh s~prang Kepala 

'Subbagian Tata Usaba [unsur staff yang mela:ksana:kan 
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(;3) Kepala Subbagia:n Tata Usaha rnempunyai tugaa pokok 
rnelakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 

• perlengkapan dan rumah tangga, 
Bagian Ketujuh 

Fungst dan 'l'ugas Pokok 
UPTD Pengembangan aibit Peternakan 

Paragraf Kesaru 
Kepala UP'I'D Pengernbangan Bibit.Peternakan 

Paaal 13 

(1) Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan 
rnempunyai fungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan .program UPTD 

Pengembangan Bibit Peternakan; 
b. pelaksanaan pengernbangan bibit peternakan dan 

hijanan pakan tema:k; 
c. pela:ksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

UPTD Pertgembangan Bibit Peternakan: 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan up:rb 

Pengembangan Bibit Peternakan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberik,an oleh kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(;2) Kepala UfYI'D Pengembangan Bibit Peternakan .adalah 

pimpinan UPT]) .Pengerrrbangan Bibir Peternakan yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

• 



Bagian Kedelapan 
Fungsi dan Tugas Pokok 

UPTD Pusat Kesehatan Hewan 
Paragraf Kesa tu 

Kepala UPTD Pusat Kesehacan Hewan 

Pasal 15 

(1) Kepa.J.a UPTD Pu:sat Kesehatan Hewan mempunyai 
fungsl: 
a. penyusunan perencanaan clan program, UPTD Pusat 

Kesehatan Rewan; 
b. pela.ksanaan pengembangan kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner; 
c. pelaksanaan peningkatan populasi temak melalui 

inseminasi buatan; 
d, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 

Pusat Kesehatan Hewan; dan 
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh. kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

• 

(l) Bubbagian Tata Usaha mempunyai Iungsi : 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dckumentasi: 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan per1engkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagia.n Tata Usaha (unsur staf] yang mela.ksana.kan 
tugas di bawah dan bertanggung jawa.b kepada Kepala 
UPTD. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
.melakukan urusan administraei kepega.waian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rurnah tangga. 

• 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 14 

(3) Kepala UP'l'D Pengernbangan Bibit Peternakan 
mempunyai tugas pokok memimpin, mengcordinasikan 
dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai 
Pengernbangan Bibit Peternakan. 

---------------------------------~ - - - -- 



( 1) Kepala UPTD Rurnah Poterrg Hewan mempunyai fungsi : 
a: penyusunan perencanaan dan program UPI'D Rumah 

Potong Hewan; 
b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik 

sebelum dipotong (ante mortem) maupun i'setelah 
dipotong (post mortem]; 

c. pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan 
dan pemungutan retribusi; 

.d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah ~gga 
UPTD Rumah Potorig Hewan; 

'e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 
Rumah Potong Hewan; dan 

Bagian Kesernbilarr 
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Rumah PotongHewan 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD Ru mah Potong Hewan 

Pasal-17 

Paragraf'Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal16 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. ·pelakiSanaan: urusan surat menyurat, .kearsipan dan 
dokumentasi; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c, pelaksanaan ur.usan keuangan; 
d. pelaksanaan urnsan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan ' . 
e. pelaksanaan tugas' lain y_ang diberikan oleh kepala ' . . 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(~) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha . (unsur sl41) yang .melaksanakan' 
tugas di bawah pan bertanggung jawab kepada Kepala 
U:p]'D. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas _pokok 
melakukan urusan administrasi.kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, 'keafsipan dan dokunienta:si serta 
perfehgkapan. dan rurnah tangga. 

(2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pimpinan 
{)PTD Pusat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas rnelalui Sekretaris Dinas. 

{3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas 
pokok mernimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesebatan. Hewan di 
bidang kesehatan hewan, 

• 

• 



Bagian Kesepuluh 
Fungsi dao Tugas Pokok UPTD Pertanian 

Paragraf Kesatu 
Kep~a. UPTD Pertanian 

Pasal 19 

( 1) Kepala UPTD Pertanian mempunya.i fungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan program UPTD 

Pert.anian; 
b. pelaksanaan peningkatan produksi pertanian; 
c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

UPTD Pertanian; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.D 

Pertanian; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fuogsinya, 

• 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyaifungsi: 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumen tasi: 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan: 
d, pelaksanaan 'urusan perlengkapan dan rumah. 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch kcpala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha [unsur stat) yang melaksanakan 
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokurnentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga . 

• 
Pasal 18 

Paragraf Kedua 
Subbagiail Tata Usaha 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 
Dinas sesua.i dengan tugas dan Iungsinya. 

(2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah pimpinan 
OPTD Rumah Potong Hewan yang bertanggung jawab 
kepada Kepala Oinas melalui Sekretari-s Dinas. 

(3) Kepala UP'rD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas 
pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugaa UPTD Rumah Potong Hewan. 



(1) Kepala UPTD Pasar ttewan mempunyaifungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pasar 

Hewan; 
b. pelaksanaan Ia:ranan transaksi jual beli bewan dan 

pemungutan retribusi -Rasar Hewan; 
'C, pelaksanaan urusan tata usaha dan .rurnah tangga, 

UPTD Pasar Hewan; 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 

Pasar Hewan; dan 
e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dmas se.suai dengan tugaa dan fungsinya, 

Bagian Kesebelas 
Fun,gsi d,an Tups Pokok 

lJPTD Pasar Hewan 
Paragraf Kesatu­ 

Kepala UPl'D Pasar Hewan 

Pasal 21 

• 

Pasal 20 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan urusan- surat menyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian, 
Q. pelaksanaan -qrusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. 'pelaksanaan tugas, lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai 'dengan tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata, Usaha dipimpin .oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha (unsur staf] yang melaksan_akan 
tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

(3) KepJ:!,la Subpagian Tata Usaha inempunyai fugas pokok 
melakukan urusan administraei kepegawaian, keuangan • 
. surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 

• 

Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaba 

(~) R'epala UPTD Pertanian, adalah pimpinan UPTD Pertanian 
yang bertanggung, jawab kepada Kepala Binas melalui 
S.ekretaris Dinas .. 

(3) Kepala UPTD Pertanian mempunyai tugas -pokok. 
rnemimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tuga:s UPTD Pertanian di bidang pertanian, 



BAB IV 
KOORDINATO~ BAbAI PENYULUHAN PERTANIAN 

Pasal 23 

(1) Balai Penyuluhan Pertarnan berfl.J.11gisi sebagai tempat 
pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan 
pelaku usaha. 

(2) Balai Penyuluhan Pertanian .sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinaror dari 
Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan dan 
dirunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian. 

(3) Koordinator Balai Penyuluhan Pertania.n mcmpunyai 
tugas sebagai berikut : 
a. me,nyusun program penyuluhan pada tiogkat 

kecamatan. sejalan dengan program penyuluhan 
Kabupaten Cirebon; 

b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program 
penyuluhan; 

• 

Paragraf Kedua 
Subbag,lan Tata Usaha 

PasaJ 22 

( 1) SUbbaglan Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangan: 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; d-an 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala 

Subbagian Tata Usaha (unsur staI) yang melaksanakan 
rugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UP'l'D. 

(3) Kepala Subbagfan Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat .menyurat, kea:rsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan 'rumah tangga. 

• 

(2) Kepala UPTD Pasar Hewan adalah pimpinan UPTD Pasar 
Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui sekretaris Dinas. 

(3) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas pokok 
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan, di bidang 
pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat, 



BAB·VI 
TATAKERJA 

Pasal26 

(1) Dalam, melaksanakan. tugasnya Kepala UPTD, 
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip keordinasi, integrasi dan 
sinkrdnisasi seeasa vertikal dan horizontal baik dalam 
lin~ungan masing-maslng maupun antara , .satuan 
organisasi dalam Iingkungan Pemerintah Daerah 'serta 
instansi lain sesuai dengan tugas rnasing-masing. 

(2). Kepala UP'I'D dan Kepala Subba~an Tata Usaha 
berkewajiban memberikan peturijuk, bimbi'ngan dan 
mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada 
dalam Iingkungannya, 

(3) Pejabat Fungsional pada UPTD pada Dinas Pertanian, 
secara teknis administratif bertanggung jawab lcepad~ 
Kepala Dinas dan secara teknis oper.asional berada 
dibawah koor.dinasi dan bertaµggu,ng jawab kepada 
Kepala UPTD. 

• 

Pasal 25 

(1) Kelornpok .Jabatan Fungsional st.bagaimana ,cl.'tm:aksud 
dalam Pasal 5, terdiri, dari ,pegawai yang memangku 
jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsicnal 
masing-masing. 

(2) .Jenis jal:iatan Jungsional dan jurnlah pejabat fungaienal 
sebagaimana dimaksud pada ayat.(1), ditetapkan sesuai 
k,ebutuhan dan. beban kerja. 

• 
Pasal 24 

Kelompok . .Jabatan Fungsional mernpunyai tug.as 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian 
sesuai dengan kebutuhan . 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, 
'sarana produksi, pembiayaan dan pasar; 

d. .memfesilitasi 'pengembangan kelembagaan. dan 
'kemltraan pelaku utama dan pelaku usaha: 

e, memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, 
Penyuluh Swadaya. dan Penyuluh Swasta melalui 
proses pernbelajaran secara berkelanjutan; dan 

f. rnelaksanakan preses pembelajaran melalui 
percontohan dan 'pengembangan model usaha tani 
bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 

'• . 



(1) l,JPTD Alat dan Mesin Pertanian dengan wilayah kerja 
meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

(2) UPTD Benih Pertanian dengan wilayah kerja mcliputi 
seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

(3) UPTD Pelayanan Tebu Rakyat dengan wilayah kerja 
rneliputi : 
a. UPTD Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut dengan 

wllayah kerja Pabrik Gula (PG) Sindanglaut; 
b. U?TO Pelayanan Tebu Rakyat Tersana Baru 

dengan wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Tersana 
Baro. 

(4) U?TD Perlindungan Tanaman dengan wilayah kerja 
rneliputi selurub wilayah Xabupaten Cirebon. 

(5) UPTD Pengelolaan Laban dan Air dengan wilayah kerja 
rneliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

(6) UPTD Pengembangan Bibit Petemakan dengan wilayah 
kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

(7) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan wilayah kerja 
meliputi : 
a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah 

kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Pabuaran, 
Babakan, Pabedilan, Gebang, Lo sari, 
Karangsembung, Karangwareng, Waled, 
Pasalernan, Pangenan, Lemahabang, Susukanlebak 
dan Astanajapura; 

b. U?TD Pusal Kesehatan Hewan Tengahtani, wilayah 
kerja meliputi Kecamatan Tengah Tani, Sumber, 
Kedawung, Talun, Dukupuntang, Wero, Plered, 
Greged, Beser, Sedong, Mundu, Kapetakan, 
Gunung Ja.ti dan Suranenggala; 

c. U PI'D Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah 
kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Gempol, 
Clwaringin, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, 
Arjawinangun, Panguragan, Klangenan, .Jamblang, 
Plumbon dan Depok. 

(8) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dengan dengan 
wilayah kerja .meliputi : 
a. Rumah Pemotongan Hewan Batembat dan Tempat. 

Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kedawung, 
Tengahtani dan Plered; 

b. Rumah Pemotongan Hewan Ciledug dan Ternpar 
Pemotongan Hewan wilayah .Kecamatan Ciledug, 
Pabuaran dan Babakan; 

• 

Pasal 27 

BAB VII 
WILAYAH KERJA 



• ·kerja 
~n 

e. Rumah Pemetongan Hewan Sindanglaut clan 
Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan 
Lemahabang; 

d. Rumah Pemotongan Hewan/ Tempat Pemotongan 
Hewan wilayah Kecamatan Arjawinangun, 

e. Rumah Pemotongan Hewanj' Tempat Pernotongan. 
Hewan vvUayah Kecamatan Klangenan dan 
Ciwarinzin · l!)..~.~, 

f. Rurnah Pemotongan Hewarr/ Tempat Pernotongan 
Hewan wilayah Kecamatan Kaliwedi; dan 

g. Rumah Pernotongan Hewan/ Tempat Pernotongan 
Hewan wilayah Kecamatan Beber. 

{9) UPTD Pertanian dengan wilayah kerja meliputi : 
a. UPTD Pertanian Arjawinangun, wilayah kerja 

meliputi. Kecamatan, At:jawin-angun dan Susukan: 
b. UP'.I'D Pertanian Astanajapura, wilayah kerja 

m.elip:uti Kecamatan Astanajapura dan Gtege!;l; 
c. UPTD Pertanian Babakan, wilayah kerja meliputi 

Kecamatan Babakan dan Gebang; 
d. UPTID Pertanian- Beber, wilayah kerja meliputi 

Kecamatan B~ber, Talun dan Sedong; 
e.. UPTD Pertanian Dukupuntang, wilayah kerja 

meliputi Kecamatan' Duknpuntang, Sumber; Depok 
dan Plumborr; 

f. UPTD Pertanian Gegesik, wilayah kerja meli:puti 
Kecatnatan Gegesik dan Kaliwedi; 

g. UPTP Pertanian Karangwareng, wilayah kerja 
melip.uti .Kecamatan Karangwareng. dan 
Karangsembung; 

h. UPTD Pertanian Klangenan, wilayah kerja meliputi 
Klangenan dan Jamblang; 

1. uPTD Pertanian Lemahabang, wilayah 
meliputi Kecamatan Lemahabang 
Susukanlebak; 

J· UPTD Pertanian Mundu, wilayah kerja meliputi 
Keearnatan Mundu dan Pangenan; 

.k. trPTD P~rtaiiiah Pabedilan, wilaya:h kerja meliputi 
Kecamatan Pabedilan, Ciledug dan Losari; 

1. UPTD Pertar;ua.n Palimanan, wilayah kerja meliputi 
Kecamatan Palimanan, Ciwaringi.n dan Ge,mpol; 

m. UPTD Pertanian Panguragan, wilayah kerja meliputi 
Keeamatan Kapetakan dan Panguragan; 

n. UPTD Perfai:)ian Plered, wilayah kerja rneliputi 
Kecamatan Plered, Wern, Kedawung dan Tengah 
Tani; 

o. UPTb Pertanian Surane~gga[a, wiTayah kerja 
meliputi Keeamatan Suranenggala dan Gunung 
Jati;dan 

• 



Pernbiayaan bersumber 'dari Angggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.dan surnber dana lain yang sah. 

Pasal31 

BAB XI 
PEMBIAYAAN 

13ABX 
KEPEGAWAIAN 

• Pasa.130 

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhenti.kan oleh Bupati 
atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraruran perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

(1) Dalam bal Kepala UPl'D berhalangan, Kepala UPTD 
dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha; 

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata .Usaha berhalangan, 
Kepala UPTD dapat menunjuk .Pejabat Fungsicnal 
berdasarkan senioritas. 

Pasal '29 ,· 

BAB IX 
HAL MEWAKJI.I • 

dan car a 
ketentuan 

(2) Pengaturan mengenai laporan 
penyampaia.nnya berpedornan pada 
peraruran perundaog-undangan . 

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan 
tu,gasnya secara berkala .kepada Kepala Dinas rnelalui 
Sekretaris Dinas, 

Pasa128 

BABVIIl 
PELAPORAN 

p. UPTD Pertanian Waled, wilayah kerja rneliputi 
Kecamatan Waled, Pabuaran dan Pasaleman. 

(10) UPTD Pasar Hewan dengan wilayah kerja meliputi 
Pasar Hewan Ciledug, Arjawinangun, Klangenan, Wero 
dan Lemahabang. 



• 

BA:B XII 
K:ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 
r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2009, 

tentarig Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana T;e!¢is Alat dan Me§in Pertanian pada Dinas 
Pertanian; 

2. Peraturan Bupati Cirebon Nemer 52 Tahun '2009 
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit, 
Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian, Perkebunan 
d<!-11 'Kehutananpada Dinas Pertanian; 

3.. Peraturan Bupati Cirebon .Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Ketja Unit, 
Pelaksana Teknis Balai. Pengembangan Bibit Petemakan 
pada Dinas Pertanian; 

4. Peraturan Bupati Oirebon Nomor 53 Tahun 2009· 
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Ketja_Unit 
Pelaksana Teknis Basil Hutan pada Dinas Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan da-n Kehutanan pada Dinas 
Pertanian; 

5. Peraruran Bupati Cirebon, Nomor 45 T.,:lnrn 2009 
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Di~a:s Pertanian; .. 

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomo:r 5-1 Tahun. 200·9 
tentang, Organisasi, 1'ugas, Fungsi Dan Tata Ke~a Unit 
PelaksaJta Teknis Pelayanati 'febu Ralcyat, pada Dinas 
Pertanian; 

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 'fahun 2009 
tentang Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Lahan clan Air pada 
Dinas Pertanian; 

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun, 20'09 
tentang Organisasi, Togas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Tekfils Perlindungan Tanaman pada, Dinas 
Pertanian; 

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4-3 Tahun ·200/a 
tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana T.ekni$ Pertanian, Perkebunan, Peternakan 
dan Kehutanan pada Dinas Pertanian; 

10. Peraturan Bupati Cirebon Nornor 47 Tahun 2009 
tentang Orgariisasi, Tugas; .Fungst Dan Tata Kefja Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas 
Pertanian; 'dari 

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2009 
tentang 0rganlsasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Rumah Pemotoogan Hewan pada 
Dinas .Pertaniarr. 

dieabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

• 



• 

Diundangkan di Sumber 
• pada tanggal 1, ,vu +, .... 13 

SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN CIREBON; 

< ·1· 
RAH.MAT SUTRISN'o 

SERITA DAER.AH KABtri>ATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI JJ, 13 

SUNJ.,AYA PURWADISASTRA 

ttd 

B-UPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

Peraturan Bupati uu mulai berlaku pada tanggal 
di'u ndangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan .Peraturan Bupati in:i dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Clrebon. 

Pasal 33 



• 

Dlundangkan di Sumber 
• pada tanggal 16 •giatue 2-J1d 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

~TSUTRI~2- 

BERJTA DAERA,H KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR ,45 , SERI 0.1.3 

SUNJAYA PURWADTSASTRA 

BUPATJ CIREBON, 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal '13 Agustus 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalarn Serita DaerahKabupaten Cirebon. 

Pasal 33 



SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN CIREBO~ 

< . 7· 
RAHMAT SUTR.fSNO 

BERJTA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERlll, 13 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, •cuwtu.s a,a 

SUNJAYA PURW:ADISAS'I'RA 

ttd 

BlJPATJ CIREBO,N, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA UPTD 

KELOM_POK 
JABATAN 

FUNGSIOl'lAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD ALAT DAN MESIN PERTANIAN 

LAMPTRAN l: PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 45 Tabun 2018' 
TANGOAl, : 13 Agustus 2018 

• 

• 



SEJRI D, 1 l , 
:HMAT SUTRl~l · 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NO MOR 45 

- SEKRETARIS DAERAH KAB)JPATEN ClREBON 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, Acuatus 2:>18 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

Diteta:pkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA UPTD 

KELOMPOK 
JABA'l'AN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD ALAT DAN MESIN PERTANIAN 

J.,AMl'li;MN 1 : PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



RAHMAT S:UTRTSN 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBONTAHUN2018 NOMOR -45 , SERI :0.13 

$UNJAYA PURWADIS;AS'I:Ra 

BUPATJ ClRIDBON,, 

ttd 

Ditetapkan di Sumbei: 
pada tanggal l:S Aglistus o2018 

SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 14; Agu.stus 2018 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALAUPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN 

LAM'PlRAN n : PERATURAN BUPATI CU~Ei30N 
NOMOR : 45 Tahun 201!;3 
TANGGAL : lS Agustus 2018 

• 

• 



< ::-,. 
RAHMAT SUTRfsNJ 

BERI:i'A DAERAH KABUPATEN ClRE'BON TABUN 2018 NOMOR 45 , SERI D, 13 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIREBON 

Diundangkan di sumber 
pada tanggal 16 Agu_ntus 2018 

SUNJAYA PU.R.WADISASTRA 

ttd 

BURATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus ;2,018 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR OROANISASI 
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN 

LAMPI.RAN IT : PERA:'I'URAN BUPATI CIREBON 
NOMQ~ : 4.5 Tahun 2018 
TANGGAL , 13 :Agustus 2018 

• 

• 



SEH:RETARIS DAERAH KA1:,UPATEN CIREBQ.l':lt 
< ._ ~· 
RAHMAT SUTRISNd 

,BERITADAERAH K:ABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI n, 13 

Diundangkan di Sumber. 
pada -tangga.l 1, it'Ustus 201a 

SUNJAYA P.URWADISASTRA- 

BUPATI CTREBON, 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
.pada tanggal 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JA.BATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN TEBU RAKYAT 

LAMPIRAN m : PERATURAN BlJPATI CIREBON 
NOMOR : 4:5 Tahun 2018 
TANGGA~ : 13 Agustua 2018 

• 

• 



RAHMAT SOTRISNO 

BE.RJTA DAERAR KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI ». 13 

~- 
SEKRETARJS DAERAH KABU'PATEN CIREBON 

< 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1 .. A.,'\.st.u.s 2,.118 

SUNJAYA PURWADlSASTRA 

ttd 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

~ 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PELAYANAN TEBU RAKYAT 

LAMPTRAN m : PERA'rURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 45 Tahun '.2018 
TANQGAL : 13 Agustus 2018· 

• 

• 



BERITA DAERAH KABUPATEN CiREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13 

ttd 

SUNJAYA"PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
-pada tanggal 

BUPATI CIREBON, 

SUBBAGIA:N 
TATA USAHA 

RAHMAT Sl:J'TRISNO 

< 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CfREBON/ - 

KELOMPOK 
JABATAN 

Ji'UNGSJO.NM 

Diundangkan pi' S1J.I11ber 
pada tanggal 16 A!;l'Ust1is 2018 

KEPALA lJPTD 

~AGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN 

LA1;1PIRAN IV: PER.ATO$lli Bl;lPATI qH,IBBON 
rlGMOR : 45 Tahun 2018 
TANG(.AL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



ttd 

BUf'ATI CIREBON, 

Ditetapkan di Surnber 
pada Cp.I1ggal 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45, SERI 11. 13 

-., . , I . 
RAHMAT SUTRISNO 

SEKRETA~IS DAERAH K,IBUPATEN CIREBON - < 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FtmGSIONAL 

Diundangkan di $umber 
pada tanggal 1, .A,.-u•tus 2:>18 

KEPALA UPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANIMSI 
UPTD .PERLINDUNGAN TANAMAN 

LAMPIRI\N IV: PERATURAN BUPATI CTREBON 
NOMOR : 45Tahun 2018 
TANGGAL ~ 13 Agustus 2018 

- 

,, 

• 

• 



SEKRETARJS DAERAH ~UPATEN CIREBON/ 

~MAT SUT~~Jo ~ 

BERJTA DAERAH KABUPATEN CJREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D. 13 

Diundangkan di sumber 
pada tanggal ,, A!ll-trtus 2Q1o 

SUNJA:Y:A PURWADISASTRA 

ttd 

BUPATI CfREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEPALAUPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 

LAMPI RAN V: PERA1'URAN BUPATJ ClREBON 
NOM.OR : 45 Tahuo 2018 
TANGGAL : 13 Agusrus 2018 

• 

• 

. 



RAHMAT SUTRISN 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018,NOMOR45 , SEE.I n.13 

SEK~AR1S DAERAH KABUPATEN C:EEEBON 

Diundarigkan di Sui:nber 
pada tanggal ,, A£Ust~a ,018 

SUNJAYA PURWADiSA:STRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada.tanggal 13 Agustus 201'8 

BUPATI CIREBON, 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

KEPALA UP'fD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGEtoLAAN LAHAN DAN AlR 

L.Af4PIRAN V: PERATURAN BUPA'fl Cl~EBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : I3 Aglistus 2'018 

• 



SEKRETARIS PAERAH ~UPATEN CIREB0Nr 
<" r .-:, ' 

RAHMAT SUTRISNb 

SERITA 1:)AERAHKABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 ,BERI n, 13 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1• 4Uetu.s 201d 

SUNJAYA PURWABISASTRA 

Ditetapkan. di Sumber 
pada tarrggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CfREBON1 

ttd 

KEPALAUPTD 

SOBBA GIAN 
TATA US.AHA 

KELdMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGEMBANG.A:N BIBIT PETERNAKAN 

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI CJ~E:_BON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agusfus 2018 

• 

• 



r RAHMAT su~iN°0 
BERlTA DAERAH KABOPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 1 SERI D, 13 

:s 
SEK.RETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

Oiundangkan di $umber 
pada tanggal 16 Acustua ::o 18 

SONJA"Y A PURW ADJSASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGEMBAN~AN BmIT PETERNAKAN 

LAMPIRAN VJ : PERATtJRAN BUPATf ClREBON 
NO MOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 16 A,ustua 2i:l18 

SEKREI'ARIS DAERAH KA~ATEN CIREBO~ 
.._. . 

RAHMAT SUTRIS] . 

BERITA -OAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D, 13 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

BUPATl CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA 1JPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEL01'4POX 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 

LAMPIRAN Vil: P~RATURAN BUPATI ClREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGO-AL : ia Agustus 2018 

• 

• 



, SER! D, 13 BER!TA DAE.RAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 

<-----'-=-- = 
RAHMAT SUTR!SNO 

SEKREI'ARIS DAERAH KABUPA'l'EN ClREBON 

Diundangk:an di Sumber 
pada tanggal 1, ~ .. 20,a 

SUNJA YA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus ~018 

BUPATI CIREBON, 

KEPALA UPTD 

SUB.BAG IAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JAB.A.TAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 

LAMPIRAN VU: PERATQRAN BUPATI CJ.REBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGOAL : 13 Agustus 2018' 

• 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, ~gunua 2013 

SEKRETARIS ~AlmAH ~UPATEN CIREBO~ 

7· 
RARMAT SUTRiSNO 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI n, 13 

SUNJAYA PURWAOlSASTRA 

Drtetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 20;t8 

BUPATI CfREBON, 

ttd 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD RUMAH POTONG HEWAN 

LAMPIRA.N vtn : PERATUR.AN BUPATT CIREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : i3 Agustns 2018 

• 

• 



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI 1).13 

= RAHMAT SUTRISNO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON - 
Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, igustus 2010 

SUNJAYA PURV{ADISAS'l'RA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

. 
KEPALAUPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JAB:ATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD RUMAH POTONG HEWAN 

LAMPIRAN VITI : PERATURAN BUPATI Cl.REBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus-2018 

• 

• 



SEKRETARlS DAERAH ~UPATEN Cl.REHO~ 
< 

RAHMAT SUTRIJ • 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TA HUN 2018 NOMOR 45 , SERI D. 13 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, Acu.atu• 2ll1B 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KEPALA UPTD 

SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PERTANIAN 

: PERATUR.AN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANGOAL : 13 Agustus 2018 

LAMPIRA~ IX 

• 

• 



SEKRETARIS DAERAH KABUPA'i'EN··cIREB'.ON 

<" ==>..,-. 
RAHMAT SBTRISN 

BERITA DAERAH KABOPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D. t3 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, .tgu,11tua 2018 

SlJNJA:YA Pl:J.RW AbJSASTRA 

ttd 

.BUP.ATI CIREBON, 

Ditetapkan di Surnber 
papa tanggal li3 Agustus· 2018 

KELOMPOK 
JAJIATAN 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KEPAL:A UPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PERTANIAN 

LAMPIRAN IX : PERA:r'URAN B{JPATI CI~EBON 
NGMOR : 45 Tahun '2018 
T-ANGGAL : lo Agustus.2018 

• 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, ~ 201:l 

SEKRE'J'ARlS DAERAH •KABUPATEN ClREBON,C. ~-------~ 
RAHMAT SUT~JO • 

13ER1TA DAERAH KABUPA1'EN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERJ D. 13 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

BUPATJ CIREBON, 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
-pad a tangga] 13 Agustua 2018 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABA_TAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PASAR HEWAN 

LAW'!MN X: PERATURAN BtJPATJ CJREB©N 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
TANOGAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 

• 



BERlTADAERAHKABUPATEN CIREBONTAHUN 2018 NOMOR 45 , SERlll.13 

r------==-......,........._ 

RAHMAT SUTRii • 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN ClREBON 

Diundangkan di Surnber 
pada tanggal ,, Aeu,a'tl:.s ~13 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Surnber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI 
UPTD PASAR HEWAN 

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPA'JTCIREBON 
NOMOR : 45 Tahun 2018 
'I'ANOOAL : 13 Agustus 2018 

• 

• 


